BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkalis;

1,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Naerah-

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



= _Méne‘tapkan‘ ,

MEMUTUSKAN

:PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN i

SUSUNAN ORGANISASI ESELONERING TUGAS, FUNGSI DAN

' URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BEN GKALIS

S A BABI ;
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

: Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

) 1.'4 | Daerah adalah Kabupaten Bengkahs ,';1 Cn

2. Bupat1 adalah Bupat1 Bengkahs

-3, Dlnas adalah Dmas Pemberdayaan‘ Pcrér_npuan dan

E Perhndungan Anak Kabupaten Bengkahs

4. Kepala adalah Kepa.la Dlnas Pemberdayaan Perempuan dan

. Perhndungan Anak Kabupaten Bengkalls e

5. Sekretanat adalah Sekretarlat Dlnas Pemberdayaan Perempuanv i

- dan Perhndungan Anak

6 Sekretans adalah Sekretans D1nas Pemberdayaan Perempuan '

dan Perhndungan Anak

7 Unlt Pelaksana Tekms yang selan_]utnya dlsebut UpPT adalah' e

Unit Pelaksa_na Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan -
Perhndungan Anak yang ‘melaksanakan kegiatan - tekms

o operas1ona1 dan / atau keglatan tekms penunjang tertentu.

“BA’B mo
KEDUDUKAN I

Pasal 2

(1)“D1nas Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak"

~merupakan unsur pelaksana ‘urusan . pemerintahan yang‘» Sk

L menjadl kewenangan daerah

) Dinas Pemberdayaan Perempuan ‘dan Perhndungan Anak

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Bupat1 melalui Sekretaris:

- }Daerah
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: BAB I -
SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi - Dinas Pemberdéyaan Pefempuan dan
Perlindungan Anak, terdiri dari: : :

(2)

sa.

b.

Kepala; =

Sekretariat terdiri dar1

- 1) Sub Baglan Penyusunan Program, Umum dan Kepegawauan

dan

2) Sub Bélglan Keuangan dan Perlengkapa.n

Bldang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri .
dan : . o

1) Seks1 Penguatan Kelembagaan ’
2) Seksi Pengkajian dan Pengarusutamaan Gender, dan
3) Sek31 Part1s1pas1 Masyarakat.

Bldang Pemenuhan Hak dan Perhndungan Anak terdiri dari:

1) Seks1 Tumbuh Kembang dan Parﬁs1pas1 Anak
2) Seksi Perlindungan Anak; dan SR

' 3) Sek31 Pemenuhan Hak Anak

8

i.

B1dang Kuahtas Hldup dan Perhndungan Perempuan, terdiri
dari: :

1) Seksi*Kualitas H1d1ip Perempuan;

2) Seksi Perlindungan Perempuan; dan
3) Sek31 Ketahanan Keluarga ‘ :
Unit Pelaksanaan Tekms; dan |

Kelompok Jabatan fungsional.

Bagan Susunan Orgamsam Dmas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lamplran yang
merupakan baglan tidak terp1sahkan dalam Peraturan ini. Sl

BAB IV .

TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS




4
= Baglan Kesatu -
| _KEPALA o
'Paéal ’4( 5k
(1) Kepala rrrempunyal tugas membantu Bupat1 Amelaksahakah"g, e
~urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan d1b1dang pemberdayaan perempuan dan
perhndungan anak. e v N

(2) Kepala dalam pelaksanaan tugas sebagalmana dlmaksud pada oy
ayat (1) menyelenggarakan fungs1 :

a penyelenggaraan perumusan keb1_]akan pada sekrctarlat i
: d1b1dang kelembagaan ‘dan pengarusutamaan gender ¥
‘pemenuhan Hak anak dan perhndungan anak, dan kuahtas'

h1dup dan perhndungan perempuan, ‘ SN

b. penyelenggaraan koord1nas1 dan fas111ta81 pada seketanat

o d1b1dang d1b1dang kelembagaan ~dan pengarusutamaan

~ gender, pemenuhan Hak anak dan perhndungan anak, dan‘ '
kuahtas hldup dan perhndungan perempuan

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluas1 dan pelaporan pada
sekretariat d1b1dang kelembagaan dan pengarusutamaan; 0

_ gender, pemenuhan ‘Hak anak dan ' perlmdungan anak, dan

K “'kuahtas h1dup dan perhndungan perempuan, dan R

d pelaksanaan fung31 1a1n yang d1ber1kan oleh Bupat1

Baglan Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 5 o

(1) Sekretariat *"mempunyal  tugas melakukan memberikan
pelayanan teknis = dan admlnlstra31 kepada seluruh unit
‘organisasi di_ 11ngkungan D1nas Pemberdayaan Perempuan dan"
Perhndungan Anak ' : §

(2) Sekretarlat dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud :
pada ayat (1) menyelenggarakan fung31 : -

a. pelaksanaan koord1nas1 penyusunan rencana, program dan- |
‘anggaran’ . dibidang - pemberdayaan ° perempuan dan = =
~per1indungan anak; - . - : 4
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pemblnaan dan pemberlan dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah
tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat arsip, dan
dokumentasi; . :

pembinaan dan penataa‘n_organisasi dan tatalaksana;

pelaks‘an»aanv ‘ koordlna51 - dan ‘penyusunan : peraturan'
perundang undangan, - B ‘

‘pengelolaan barang m111k/ kekayaan Negara, dan

pelaksanaan tugas lain yang dlberlkan oleh Kepala sesua_l L

dengan tugas dan fungsmya ‘

(3) Susunan Organ1sas1 Sekretanat terdiri dari:

a. Sub Baglan Penyusunan Program, Umum dan Kepegawalan kv

dan

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

: Pasal 6

(1) Sub Baglan Penyusunan Program Umum dan Kepegawauan(
mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, .
‘kebl_]akan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang
penyusunan - program, umum dan kepegawalan sesuai dengan
~ketentuan yang berlaku. ' ~

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal berikut:

ca.

merencanakan keglatan Sub Baglan Peny'usunan Program |

,Umum ‘dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun

sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan

untuk melaksanakan keglatan sesuai dengan’ peraturan
: perundang—undangan yang telah d1tetapkan

menghlmpun- dan mempelajari peraturan perundang-

-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis

serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian

mencari ' mengumpulkan, ~ menghimpun
mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa
data ‘dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub
Bagian PenYusunan Program, Umum | dan Kepegawaian
sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan program,

- umum dan kepegawalan
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- menginventarisir permaSalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan. tugas Sub Bagian Penyusunan Program,
Umum dan Kepegawaian  serta menylapkan bahan—bahan
dalam rangka pemecahan masalah; '

o menylapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman
dan petun_]uk teknis d1b1dang penyusunan program, umum
dan kepegawalan, o :

= melakukan koord1nasi' dan singkrOnisasi kegiatén dengan>
‘ Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya'

melaksanakan tugas lain yang d1ber1kan oleh Sekretaris ba1k

~ secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bldang tugasnya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada .
Sekretariat; . SR : L

méngkoordinifpe‘nyusﬁnan dan ‘pe‘mbuat'ank Rencana Kerja
Tahunan/ RKT Dinas, Arah Kebl_]akan Umum (AKU) Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan

; "Laporan‘ Pertanggung Jawaban‘ (LPJ), serta Laporan

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

, "melakﬁkah‘ kobrdinasi dan konsultasi dengan 1nstan31 o
terkait dalam rangka pemngkatan pengelolaan urusan
; ‘penyusunan program dan tata usaha

mengarahkan dan mend1str1bu81kan surat masuk dan keluar
' sesuai dengan kepentmgan dan permasalahannya

. menellt1 usulan permmtaan formas1 pegawa1 llngkup dlnas

dan menylapkan konsep petunjuk penyusunan formasi ’

- pegawai pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawa_l .
sesuai dengan kebutuhan dinas;

memberikan saran dan pertimbangén kepada Sekretaris
tentang langkah- langkah atau t1ndakan yang. perlu d1amb11
- dibidang tugasnya ~ '

. mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan“ '
-dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor; -

melakukan  tugas dibidang y‘ huvkum, ~ organisasi dan
tatalaksana serta hubungan masyarakat; . B
.‘_mevlaku'karvl' perigelolaany pq’erpus"takaan, keérsipan dinas dan
'melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;




p membuat laporan pelaksanaan kégiatan Sub Bagia}i" -

: ’Penyusunan Program, Umum dan Kepegawalan sesuai dengan

: data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan

untuk dlpergunakan sebagal bahan masukan bagi atasan dan £

'q.k " melakukan pengelolaan perpustakaan, kear51pan d1nas

. .'dan melakukan pendokumentas,lan keglatan dinas.

. melaksanakan tugas lain’ yang d1ber1kan oleh ‘Sekretaris -

~ baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang.
; tugasnya ‘dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
B pada Sekretanat » S

Pasal 7

(1) Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan mempunya1
- tugas - meny1apkan bahan—bahan b1mb1ngan kebl_]akan;

pedoman dan petunjuk teknis serta layanan d1b1dang : ,‘

keuangan dan perlengkapan‘ sesuai dengan ketentuan
_; yang berlaku W =

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 ber1kut

Coal
i ‘Perlengkapan : berdasarkan = data - kegiatan ‘tahun
- sebelumnya dan sumber data yang ada sebagal bahan?
- untuk ‘melaksanakan keglatan sesuai dengan peraturan 4
, perundang-undangan yang telah dltetapkan, .

merencanakan keglatan Sub Baglan Keuangan dan,

_ : menghlmpun dan mempelajam peraturan perundang- SEh 0N
e undangan kebljakan tekms,_pedoman dan petunJuk -

teknis serta bahan-bahan lalnnya yang berhubungan’:

i’_» ‘dengan tugas Sub Bag1an Keuangan dan Perlengkapan, e

. ‘vmencarl, e mengumpulkan menghlmpun,
mensistematisasikan dan mengolah data sertak S
~mengana11sa data dan 1nforma81 yang berhubungan 7
dengan tugas Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan“ o
- sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan rencana.

i .

keglatan

k'mengmventarlslr permasalahan—permasalahan; yang* :

= berhubungan dengan tugas Sub ‘Bagian Keuangan dan =
"Perlengkapan serta meny1apkan bahan—bahan dalam*’ S

'rangka pemecahan masalah L

mengusulkan kepada Sekretarls tentang penun_]ukan‘

" bendahara pengeluaran ‘pembantu  bendahara - -

- pengeluaran, penyimpan. barang, pengurus barang dan:

pembantu pengurus barang,
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f. melakukan = pengawasan, pengendahan ‘dan
; mengevaluasi »t'erhadap ‘kinerja bendahara
pengeluaran pembantu ‘bendahara pengéeluaran
penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu

: pengurus barang; : ;

g menghlmpun dan- mempermapkan bahan dan data
untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;

h. melaksanakan ;péb‘ngelolaan"_'; administrasi keuangan -
yang mencakup’ administrasi gaji pegawali, insentif
“tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan
‘kenaikan . gaji berkala serta melakukan pembukuan,

- membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
keuangan, evalua31 dan laporan keglatan keuangan ‘
-dinas; R

i melakukan pengawasan terhadap inventaris barang
- serta’ membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan
membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR),

- ] mengatur perlengkapan kantor, penataaan dan

- pengamanan aset, tindak lan_]ut LHP, ganti rugi serta
proses adm1nlstras1 per_]alanan dinas pegawai ‘sesuai
petunjuk atasan;

k. memberlkan sarari :;"dan' pertimbangan kepaida ,
Sekretarls sebaga1 bahan masukan untuk penentuan
kebl_]akan lebih lan_]ut ’ : ‘ e

1. membuat laporan hasil pelaksanakan tugas Sub Bagian

Keuangan . dan  Perlengkapan = sebagai  bahan
_pertanggungjawaban; dan :

‘m. melaksanakan = tugas lain - yang diberikan oleh -
Sekretaris baik secara t_ertuhs ‘maupun lisan sesuai’
dengan - bidang tugasnya dalam rangka kelancaran

- pelaksanaan tugas pada Sekretariat. ‘

Baglan Ketiga ':
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
" Pasal 8
‘(1); Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai%
tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan,

mengkoordinir, mengevalua31 dan mengendalikan fungsr‘ .
. _d1b1dang kelembagaan dan pengarusutamaan gender. -



Ca.

9.

(2) B1dang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dalam

menjalankan tugas dan kewajlban sebagalmana dimaksud pada-
~ ayat. ( 1) menyelenggarakan fungs1 :

~peny1apan perumusan kebljakan pelaksanaan kelembagaan‘ o

: dan pengarusutamaan gender d1berbaga1 bidang;

pembentukan forum , koord1nas1 penyusunan kebljakan’

pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender;

. 'pelaksanaan fa8111tas1, sosmhsam dan dlStI‘lbLlSl kebl_]akan:
- pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender;

‘pelaksanaan koord1nas1 dan 1nstans1 terkalt 11ntas sektoraly F
‘agar terjalin kerjasama yang balk dan saling mendukung =

dalam upaya pembinaan program, pengarusutamaan gender,

- j.keadllan gender dan kesetaraan gender

.. penyiapan kajlan g dan . perumusan kebljakan d1b1dang‘
: .kelembagaan dan pengarusutamaan gender

penyusunan data,~ standar operas1ona1 prosedur dan

pedoman kerja d1b1dang kelembagaan dan pengarusutamaan : -

. gender

pelaksanaan koord1nas1 program mela1u1 keg1atan pada’

. RKPD dan sinkronisasi perumusan RPJM mulai dari
 pedesaan d1b1dang kelembagaan dan  pengarusutamaan

e gender

pelaksanaan b1mb1ngan tekms dan’ superv1se dan mentormg o
“analisis.  serta  evaluasi dibidang kelembagaan - dan
- -pengarusutamaan gender, 7 : e : ]

pemantauan anahsls, evaluas1 dan pelaporan pelaksanaan
- kebijakan d1b1dang kelembagaan dan pengarusutamaan
gender -

- pelaksanaan adm1mstra31 Bldang 'Kelernbagaan dan 0

Pengarusutamaan Gender

. pelaporan hasﬂ pelaksanaan tugas dan keglatan kepada:v .

Kepala, dan S

pelaksanaan tugas la1n yang d1ber1kan oleh Kepala sesual "

R dengan tugas dan fung31nya

(3)

Susunan Organ1sa31 B1dang Kelembagaan dan Pengarusutamaan o
Gender, terd1r1 dar1 7‘ :

- a.

b.
- C.

Sek51 Penguatan Kelembagaan, : ‘
Seksi Pengka_uan dan Pengarusutamaan Gender dan
Sek31 Part1s1pas1 Masyarakat : ~
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Pasal 9

(1) Seksi Penguatan Kelembagaan menjpunjrai tugas perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan
keglatan dan layanan d1b1dang penguatan kelembagaan

(2) Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal ber1kut

a.

b,

menyusun rencana dan program program kerja;

mempermapkan bahan dan data kelembagaan dan organisasi

o perempuan,

. meny1apkan perumusan kebl_]akan d1b1dang penguatan" S
: kelembagaan : » ~ %

. membina, membimbing " dan  memfasilitasi  organisasi

perempuan;

‘melaksanakan ~ penguatan  kelembagaan. dan jejaring
- masyarakat (LSM, Orgamsa31, Pengusaha, Akademis) dan lain-
'lam -

menyiapkan penguatan dan pengembangan kelembagaan'-
penyedia layanan. bagi perempuan dan anak serta organlsa31
perempuan lamnya, , : :

melakukan pemantauan, _analisis, evalua81 dan pelaporan |
penerapan keb1_]akan d1b1dang penguatan kelembagaan, :

menylapkan standar1sas1 lembaga penyedla layanan

) perempuan dan keluarga, :

melaksanakan 81stem pengendahan 1ntcren

melaporkan hasﬂ pelaksanaan tugas dan keglatan kepada -
Kepala Bldang, dan .

. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala:‘
: B1dang ~

Pasal 10

(1) Sek31 Pengkapan ‘dan’ Pengarusutamaan Gender mempunyai
tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,. evaluasi,
pemantauan serta pelaporan kegiatan ' dan 1ayanan d1b1dang
pengka_uan dan pengarusutamaan gender -

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

a.

menyusun rencana dan program kerja
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menyiapkan’ bahan perumusan kebijakan pelaksanaan
' pelembagaan dan pengarusutamaan gender; : L

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan  kebijakan pelaksanaan pelembagaan dan
pengarusutamaan gender ‘

. 'melaksanakan pemblnaan, b1mb1ngan pembentukan kelompok
“kerja PUG, mulai dar1 pedesaan, '

melaksanakan pengkajlan dan merumuskan ka_]lan ana1131s'g .
menuju program tepat guna dengan azas manfaat

melaksanakan ' keterpaduan, ~ sinkronisasi  dan penerapan
kebijakan pelaksanaan pelembagaan dan pengarusutamaan
gender; :

. -membentuk ~ forum koordinasi penyiJ.sun kebijakan
pelaksanaan pelembagaan dan pengarusutamaan gender

. ‘membentuk dan memblmbmg pokja PUG dan menerapkan PUG

pada program dan keglatan pada lembaga organ1sa81 dan 1a1n—
lain; ~ '

membuat ka_]lan tentang kaJ1an tentang pemberdayaaan
perempuan mu1a1 dari pedesaan, ’ :

‘melakukan pembmaan b1mb1ngan kepada aparatur guru dan
masyarakat dalam melaksanakan PUG menuju pembangunan K
responswe gender,

melaksanakan pendamplngan penyusunan ARG PPRG dan
RAD PUG o

‘menylapkan pedoman dan petun_]uk ‘teknis pelaksanaan PUG:
d1semua bldang pembangunan, " :

. menyiapkan pengolahan data -analisis dan penyajian data .
serta 1nforma31 gender, : :

. ’menglnventerlsamkan permasalahan— permasalahan, _

. ‘melaksanakan 31stem pengendahan 1nteren

. ,melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada
Kepala B1dang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender,

. “melaksanakan tugas—tugas 1a1n yang diberikan oleh Kepala
' B1dang : .
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. Pasal 11

(1) Sek51 Partls1pa81 Masyarakat mempunyal tugas perencanaan B
penyusunan, pelaksanaan, evaluas1 pemantauan serta pelaporan -
keglatan dan layanan d1b1dang part1s1pas1 masyarakat

(2) Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal berlkut

'~a

b.

menyusun rencana dan program kerja

“merumuskan dan mcny1apkan baha_n kapan dan kebljakan
dlSCkSl parhs1pa31 masyarakat h ‘

. mengh1mpun dan mempela_]arl peraturan perundang—undangan :
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
“bahan lainnya’ yang berhubungan ‘dengan Seksi Partisipasi
‘ 'Masyarakat secara rutin maupun berkala untuk pengembangan
- wawasan pengetahuan dan kemampuan, o ,

mengemba.ngkan ker_]asama dengan masyarakat dan duma

~-usaha, ‘majelis . taklim atau berbagai pihak terkait dalam

' ;melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan, o

. ffﬁmelakukan penllalan dan memberikan reword terhadap
- kontribusi- masyarakat yang dllakukan oleh individu- maupunk
_kelembagaan, ‘ , L '

. ;membentuk pendamplng dan ‘relawan  dalam  usaha
F‘pemberdayaan v masyarakat untuk berperan - aktif dalam‘

e pemberdayaan perempuan, e S

k

“-‘»melaksanaklan pemblnaan bimbiyngan", teknis, - sosialisasi
motivasi agar masyarakat | ikut berpartisipasi ~dalam

pemberdayaan perempuan

. u~melaksanakan keglatan untuk mendorong mendapatkan ; f, i
; ’penghargaan “baik dari - pusat atau darl provinsi d1b1dang S
jpart1s1pas1 masyarakat o ;

l;menylapkan pedoman dan petun_]uk teknls pelaksanaan peran i
 serta masyarakat ‘ - ~

:meng1nventer1sas1kan S g ‘perr’nasalahan-permasalahan"
vmasyarakat serta menylapkan bahan ‘koordinasi, kemitraan

dengan jejaring terkait peran serta masyarakat baik individu
maupun - organlsa31/ lembaga masyarakat dalam rangka
pengendahan peran serta masyarakat

melaksanakan 81stem pengendallan 1ntercn,
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melaporkan hasﬂ pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada

Kepala B1dang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender
dan ' : -

. melaksanakan tugas—tugas 1a1n yang diberikan oleh Kepala

B1dang

Baglan Keempat

BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 12

( 1) Blda_ng Pemenuhan Hak dan Perhndungan Anak mempunya1

(2)

‘tugas memimpin, merencanakan penyusunan, melaksanakan,

mengkoordinir, mengevaluasi, dan = mengendalikan fungsi
d1b1dang pcmenuhan hak dan perhndungan anak. o

Bldang Pemenuhan Hak dan Perhndungan Anak dalam
menjalankan tugas dan kewajiban sebagalmana dimaksud pada
ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan perumusan kebuakann d1b1dang pemenuhan hak
dan perlindungan anak; S R

. pelaksanaan bahan perumusan  koordinasi sehubungan

dengan pemenuhan hak dan perhndungan anak

penyusunan pedoman tekms dan pelaksanaan - program
pemenuhan hak dan perlmdungan anak :

penyiapan forum koordlna31 penyusunan hak anak terkait
hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

. lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pend1d1kan

kreat1v1tas dan kegiatan budaya,

peny1apan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga “
pemermtah non pemermtah dan dun1a usaha,

'pelaksanaan fa3111ta31 terkait dengan kesejahteraan,

pendidikan dan kesehatan anak ‘perlindungan anak dan
partlslpa31 anak

. pelaksanaan mon1tor1ng, evalua31 dan pelaporan d1b1dang

pemenuhan hak dan perhndungan anak dan

pelaksanakan ;tugas lain yang d1ber1kan oleh Kepala.
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| (3) Susunan Organlsa81 Bldang Pemenuhan Hak dan Perllndungan:

Anak terd1r1 dar1 :

Sek31 Tumbuh Kembang dan’ Part1s1pa51 Anak;
- b - Seksi Perlindungan Anak; dan

o c. Seks1 Pemenuhan Hak Anak e

(1)

)

Pasal 13 -

Sek31 Tumbuh Kembang dan Partls1pa81 Anak mempunyai tugas hn

perencanaan, -penyusunan, pelaksanaan,. evaluasi, pemantauan = .
‘serta pelaporan keglatan dan layanan dlbldang tumbuh kembang ik
dan partisipasi’ anak g : . S

UraJan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 ber1kut

a.' merumuskan dan menylapkan bahan ‘kajian dan kebl_]akan
- diseksi tumbuh kembang dan part1s1pas1 anak; :

b. fmerencanakan program dan keg1atan pertahun anggaran Seksi -

) ‘Tumbuh Kembang dan Part1s1pa31 Anak berdasa_rkan tugas dan ‘
fung31 serta renstra, S : o R

C. ;melaksanakan k koordinasi dan  sinkronisasi pelaksanaan

kebljakan Seks1 ’I‘umbuh Kembang dan Partisipasi anak;

d. ‘menyusun : Standar Operasmnal Prosedur (SOP), Analisis :
~ Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja(ABK) tentang Seks:
Tumbuh Kembang dan Part1s1pa31 Anak; _ :

: e melaksanakan kebl_]akan B1mb1ngan Superv151 dan TOT Yang._ :

| j. 'melakukan pemantauan ‘ 1; dan evalua31 terhadap L

‘berkaitan dengan Seksi. Tumbuh Kembang dan Partisipasi. -
Anak ‘ : ; \ . :

£, menylapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dan g
o ker_jasama yang berkaitan dengan Seks1 Tumbuh Kembang dan
-Partlslpam Anak , o

fg.‘ 'membma, mengkoord1nas1kan Organ1sas1 Anak (Forum Anak, e

OSIS PIKKR Rema_]a MeS_]ld dan lam-laln,

h membma, mengkoord1nas1kan dan melaksanakan har1—har1
’besar yang berhubungan dengan anak

il melaksanakan penlngkatan kapa51tas da_n pengembangan“

:potens1 anak yang ber31fat non akadenuk

‘penyelenggaraan program dan keglatan pada Seks1 ’I‘umbuh :
Kembang dan Part1s1pa51 Anak : . -
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k. mengembangkan keglatan partlslpa31 anak me1a1u1 kemitraan
' dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat; ey

1. meng1nventar1sa31kan permasalahan tumbuh kembang dan
part131pas1 anak dan

m. melaksanakan tugas-tugas la1n yang dlberlkan oleh Kepala
o Bldang ,

Pasal 14

(1) Seksi Periindungaﬁ Anak mempurij;ai' tugas melakukan
perencanaan, penyusunan, -pelaksanaan, evaluasi, pemantauan
serta pelaporan keglatan dan layanan d1b1dang perhndungan

- anak. :

(2) Uraian Tugas tersebut’ pada ayat (1) sebagai berikuti

a. menyiapkan bahan  perumusan - kebijakan  dibidang
perlindungan - khusus anak, termasuk anak korban
kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang
berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan
pekerja anak;

b. menyiapkan forum - koordinasi  kebijakan dibidang
- perlindungan - khusus * anak, termasuk anak korban
‘kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang
berada didaerah terpencﬂ anak dalam kondisi khusus dan
pekerJa anak '

C. melaks_anakan, perumusan kajian . dibidang perlindungan
khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah
terpenCil anak dalam kdndisi khusus dan pekerja anak;

d. melakukan koordlna31 dan sinkronisasi penerapan d1b1dang
perlindungan khusus anak, termasuk anak korban
kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang
berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan

, pekerja anak : :

e. memfa3111ta31, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang
perlindungan khusus anak, = termasuk anak korban
kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang .
berada didaerah terpencﬂ a_nak dalam kondisi khusus dan
pekerja anak; ~ : L

f. melaksanakan bimbingan teknis, workshop, seminar dan
pelatihan  serta supervisi. penerapan kebijakan dibidang
perlindungan khusus = anak, termasuk anak korban
kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang
berada ‘didaerah terpencﬂ anak dalam kondisi khusus dan

} pekerja anak; ~ L
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memfasilitasi penguatan sarana prasarana dan

. pengembangan lembaga penyedia layanan. bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus termasuk anak korban

‘kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang
‘berada didaerah terpencil, anak dalam kondlsl khusus dan

pekerja anak

melakukan pemantauan, anahsls evalua81 dan pelaporan
penerapan kebijakan ‘dibidang perlindungan khusus anak,

‘termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan

dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak
dalam kond151 khusus dan pekerja anak dan

melaksanakan tugas—tugas lam yang d1ber1kan oleh Kepala
B1dang : ‘

: Pasal 1 5

(1) Seksti Pemenuhan Hak Anak mempunyal tugas melakukan
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan
serta pelaporan keglatan dan layanan d1b1dang pemenuhan hak
anak : o |

@

a.

'Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

jmenylapkan bahan perumusan kebl_]akan pemenuhan hak

anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi,

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreat1v1tas dan kegiatan
‘ budaya, : ;

'menylapkan forum koordinasi penyﬁsunan ‘kebijakaxi'_
- pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, .

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan
dan keseJahteraan serta - pend1d1kan, kreat1v1tas dan kegiatan

, ;budaya, :

meny1apkan bahan. perumusan kajlan kebijakan pemenuhan" .

hak anak terkait dengan ‘hak sipil, informasi, partisipasi,

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan

“kesejahteraan serta pendldlkan kreat1v1tas dan keglatan -

budaya;

‘bmelak_éanvakan koordinasi © dan . sinkronisasi = penerapan -
kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak tekait hak

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,

kreativitas dan keglatan budaya

melaksanakan faSIhtaSI sos1allsa51 dan distribusi kebijakan
pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi,
partisipasi, ‘pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan
dan kesejahteraan serta pend1d1kan, kreat1v1tas dan keglatan'
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melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan,> seminaf,

- workshop dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak

- anak terkait dengan hak  sipil, informasi, partisipasi,

" pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan '’ -

‘kese_]ahteraan serta pendldlkan _kreativitas dan kegiatan

budaya, -

. membentuk 'membina dan memfasilitasi pelembagaah:

_pemenuhan - hak anak pada lembaga pemerintah, non :

- pemerintah dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan =~ -

dan kesejahteraan serta pendldlkan, kreat1v1tas dan keg1atan’k
budaya ' :

. melakukan pemantauan, analis1s evalua31 dan pelaporan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil,
informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,’
‘kesehatan dan kesejahteraan serta pend1d1kan, kreativitas
dan keglatan budaya ‘ :

menylapkan bahan | perumusan kebljakan : pengumpulan

pengolahan analisis ‘dan penyajian data dan informasi
; d1b1dang pemenuhan hak dan perhndungan anak R

imenylapkan forum koord1na31 penyusunan kébuakah
’ pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan
1nformas1 d1b1dang pemenuhan hak dan perlindungan anak; -

meny1apkan ‘ bahan ’f: pemmusan ka_]lan _ kebl_]akan ;
: pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

' 1nformas1 d1b1dang pemenuhan hak dan perhndungan anak;

:menylapkan koordlna81 dan smkrorusam penerapan kebljakanl :
pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan .. -

‘1nformas1 d1b1dang pemenuhan hak dan perhndungan anak

menylapkan fa31l1tas1, sosmhsam dan distribusi kebl_]akan'b

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan'q =

: ‘1nformas1 d1b1dang pemenuhan hak dan perlmdungan anak o

. meny1apkan bahan pember1an b1mb1ngan teknis dan supervisi
.penerapan kebijakan ‘pengumpulan, pengolahan, analisis dan
‘penyajian data dan 1nformas1 d1b1dang pemenuhan hak dan.
perhndungan anak L :

meny1apkan 5 bahan kelembagaan : pemenuhan hak kdan -
perlindungan ‘anak pada - lembaga pemerlntah ‘non
pemermtah dan duma usaha,

menylapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedla
1ayanan penlngkatan kuahtas h1dup dan perhndungan anak
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melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan 1nforma31 d1b1dang pemenuhan hak dan
perlindungan anak; dan - ‘

. melaksanakan tugas- tugas 1a1n yang d1ber1kan oleh Kepala
' Bldang

: 'B‘agian Kelima’

BIDANG KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

" Pasal 16

(1) Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai
tugas memimpin, merencanakan, ‘f’penyusunan, -melaksanakan,
mengkoordinir, mengevaluam, dan ‘mengendalikan fungsi
d1b1dang kualitas hidup dan perhndungan perempuan. I

(2)

Bldang Kuahtas Hldup dan Perhndung Perempuan = dalam .
menjalankan tugas dan kewajiban sebagalmana ‘dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungs1

a.

C.

penyusunan rencana dan program kerja B1dang,
pember1a.n saran dan pert1mbangan kepada Kepala,
pengkoordmasmn program ker_]a masmg— asing Seksi;

pelaksanaan b1mb1ngan dan member1kan petun_]uk kepada

Kepala SekS1 dan bawahan, -

pelaksanaan koordmam dengan instansi terkait lintas

sektoral agar terjalin kerjasama  yang baik dan saling -

mendukung dalam  upaya : pembinaan program,
pengarusutamaarn - gender keadilan gender dan kesetaraan

gender

 penyiapan kajian dan perumusan kebuakan d1b1dang kua_htas :

hidup dan perhndungan perempuan, ‘

penyusunan data, standar operasmnal prosedur dan pedoman
ker_]a d1b1dang kuahtas hidup dan perhndungan perempuan; -

. pelaksanaan koordlnas1 program melalui keglatan pada RKPD

dan sinkronisasi perumusan RPJM Kabupaten Bengkalis

‘mulai dari perdesaan  dibidang kuahtasr hidup dan

perlindungan perempuan;

pelaksanaan bimbingan teknis, vaork.shop, seminar ‘dan
pelatihan dibidang kualitas = hidup = dan ' perlindungan -
perempuan; : e g




L.

. ‘pemantauan, ‘anahs'ls' evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
‘kebijakan - d1b1dang kuahtas »,hidup, . dan  perlindungan - '
perempuan; : 3 i G . e

.‘:'pelaksanaan “‘administrasi B1dang ‘Kualitas' Hidup dan
;Perhndungan Perempuan dan LA ‘ ;

;pelaksanaan tugas tugas 1a1n yang d1ber1kan oleh Kepala

- (3) Susunan Bldang Kualltas Hldup dan Perhndungan Perempuan E
terd1r1 darl

a.
b.

'c.

Sek81 Kuahtas H1dup,
- Seksi Perlindungan Perempuan, dan

Seks1 Ketahanan Keluarga

Pasal 17

(1) Seksi Kuahtas ' Hldup : mempunyar 'tugas.‘ perencanaar'l,"’
' penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan'
keglatan dan 1ayanan d1b1dang kualltas hldup :

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berikut:

a.

b.

menyusun rencana dan program ker_]a

menyusun- keb1_]akan dan~ memfa5111tas1 pelaksa‘na‘an‘

peningkatan - kualitas hidup pemberdayaan perempuan,

: -y keluarga dlbldang sos1al ekonoml, p011t1k dan hukum,

k‘»j:"pemngkatan kualitas - hidup pemberdayaan perempuan, -
keluarga d1b1dang sosial ekonoml, p011t1k dan ‘hukum; TN

; melaksanakan keglatan dan penguatan pembangunan f1s1k b
- dan -~ non flSlk untuk peningkatan  kualitas = hidup
"pemberdayaan perempuan, A keluarga d1b1dang sosial,
~ ekonomi, pol1t1k dan hukum - R D

._~lmen_]a11n kerjasama dengan lembaga pend1d1kan ‘majehs

taklim, ~dan organisasi. perempuan yang terkait dengan

‘memberlkan‘ pemblnaan blmblngan teknls - sosialisasi, -
"~ seminar dan melaksanakan ‘'supervisi penerapan kebl_]akang }
_>'~~pen1ngkatan kualitas hidup pemberdayaan perempuan, ’

keluarga d1b1dang sosml ekonom1 pol1t1k dan hukum, ’

,melakukan pemantauan ‘mon1tor1ng dan mentor serta:

evaluasi dan pelaporan penerapan keb1_]akan peningkatan

‘kualitas hidup pemberdayaan perempuan, keluarga d1b1dang
5051al ekonoml pol1t1k dan hukum

Tmelaporkan has11 pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada
‘: Kepala Bldang, dan
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h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
B1dang ‘ =

Pasal 18

(1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas perencanaan, =

penyusunan, - pelaksanaan,  evaluasi, pemantauan - serta -
pelaporan  kegiatan dan layanan 'dibidang perlindungan
perempuan :

(2) Uralan ’l‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berikut:

a. menyusun rencana dan program- kerJa,

'b. menyiapkan  perumusan kebuakan ~penanganan ‘dan . -
- perlindungan dalam aspek diskriminasi terhadap perempuan
dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat dalam situasi

darurat dan kond131 khusus serta dari tindak pidana; :

“c. menylapkan bahan o perumusan kebuakan dibidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
, dalam s1tuas1 darurat dan kondlsl khusus,

d. meny1apkan bahan perumusan d1b1dang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam situasi -
darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan -
orang, o , ' '

e. memberdayakan perempuan korban kekerasan, deskriminasi

‘ dan marginalisasi, perempuan pesisir dibidang agama,

psykologi, ketenagaker_]aan, pendldlkan s081a1 ekonomi, dan
lain- laln, S . s

f. enylapkan forum = koordinasi dibidang - perlindungan,

pencegahan - dan penanganan kekerasan, ' diskriminasi,

' marginalisasi terhadap perempuan dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dar1 tlndak pldana perdagangan orang;

g. meny1apkan ) perumusan kaJ1an' kebijakan dibidang
perlindungan, pencegahan, dan penanganan kekerasan,
diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan didalam -
‘rumah ' tangga, lembaga dan  masyarakat dibidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus =
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

h. membenkan bantuan pendamplngan dan mentor terhadap

perempuan korban dlskr1m1nas1 pelecehan dan margma_hsam =

dan t1ndak p1dana



(1)

(2)

1.

1. melaksanakan sosialisasi, . Wbrkshdp, sefninar di kepada
 instansi pemerintah, masyarakat lembaga pendidikan dan .
 dunia usaha; an v '

i ‘memfasilitasi‘ sarana dan - prasarana  untuk perlindungan .
perempuan korban kekerasan ~dalam rumah tangga,
diskriminasi, perdagangan orang, pelcceh_an seksual dan
: marg1na113as1 terhadap perempuan, ' '

k. ;memberlkan bantuan, perlindungan dan fasilitas terhadap
perempuan  korban kekerasan dalam rumah tangga,
diskriminasi, perdagangan orang, pelecehan seksual, dan -
marg1na11sas1 dalam s1tuas1 darurat dan kond1s1 khusus;

1. melaporkan hasil . pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada
Kepala Bidang; dan

m.melaksanakan tugas-tugas 1a1n yang d1ber1kan oleh Kepala
*Bldang ‘
Pasal 19
Seksi Ketahanan Keluarga“ mempuriYai tugas pcrencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta
pelaporan keglatan dan layanan dibidang ketahanan keluarga.
Uralan Tugas tersebut-pada ayat (1) sebaga1 berikut:.

a. menyusun rencana dan program Seks1 Ketahanan Keluarga

b. menylapkan perumusan kebl_]akan untuk mewujudkan
keluarga dan masyarakat sejahtera; - : :

c. ‘menylapkan perumusan kebl_]akan pelaksanaan kesejahteraan
‘hidup; g

- d. meny1apkan forum koordinasi penyusunan ‘ kebl_]akan

; pelaksanaan kesejahteraan keluarga;

€. ’menylapkan koordinasi dan s1nkron1sa31 penerapan kebljakan
pelaksanaan kesejahteraan :

f. men3031al1sas1kan ‘kebijakan dan program mensejahterakan

"keluarga dan masyarakat  serta menfasilitasi keglatan
kesejahteraan keluarga; ‘ ' o ‘

g. memfasilitasi sarana dan prasarana untuk perempuan menuju
keluarga dan masyarakat sejahtera;
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" h. melaksanakan, 'sbSial"i:sasim'Wo:rk's’hopr, seminar, dil kepada -

~ aparatur pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, =
- perempuan singgle parent dan duma usaha d1b1dang sosial, L

k 'pohtlk pendldlkan dan lam laln S

i membuat data terpllah sebagal dasar penyusunan keglatan
' ’Sek81 Ketahanan Keluarga i , L

;j. melaporkan has1l pelaksanaan tugas dan keglatan kepadak‘ et

) Kepala Bldang, dan

k. 'melaksanakan tugas—tugas 1a1n yang dlberlkan oleh Kepala
‘ v‘B1dang ~ ; ‘ : R

" BABV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

e Pasal 20 '

- (1) Pada Dmas dapat dlbentuk Un1t Pelaksana Teknls (UPT)E i

berdasarkan kebutuhan dan beban kerJa

(2) UPT adalah Unit Pelaksana Tekn1s' untuk melaksanakanf ey

keglatan teknls operas1ona1 dan/ atau keg1atan teknis penunjang -
yang mempunyal w11ayah kerja mehputl satu atau beberapa
Kecamatan di Kabupaten Bengkahs ‘ BINIE ‘

(3) UPT d1p1mp1n oleh seorang Kepala UPT .yang berada dibawah dan ‘
bertanggung jawab - kepada Kepala dan ‘secara operasmnal
berkoordlna31 dengan Camat O :

‘,(4) Pembentukan UPT d1tetapkan dengan Peraturan Bupati dengan*-
berpedoman 7 kepada peraturan perundang—undangan yang;
berlaku ~ : i : .

: el Digdi BABVI ST =
KELOMPOK JABATAN F UNGSIONAL

' Pasal 2 1

(1) Kelompok Jabatan Fungsmnal terd1r1 dar1 se_]umlah tenaga”
dalam Jenjang Jabatan Fungsmnal sesual_ dengan bidang
keahhannya ERN : S "

(2) Kelompok Jabatan Fungsmnal d1p1mp1n oleh seorang tenaga’w

fungsional senior yang berada d1bawah dan bertanggung jawab:

kepada Kepala o
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(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis
dan beban Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undang
yang berlaku.’ ’ :

(4) Pembinaan »t‘erh‘adrap' tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVII'
'ESELONERING

Pasal 22

.Jabatan Eselonermg pada Dmas Pemberdayaan Perempuan dan i
Perl1ndungan Anak terd1r1 darl v

a. Kepala adalah _]abatan eselon II / b
b. Sekretaris adalah jabatan eselon III / a

c. Kepala -Bidang pada’ Dlnas_ , ~Pemberdayaan ‘ Perempua’h dan
- Perlindungan Anak adalah Jabatan eselon I1I/b; dan

d. Kepala Sub Bagian dan Kepala vSeksi ‘pada Dinasf Pemberdayaan -
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah jabatan eselon IV/a.

- BABVIII
"TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretaris',‘ Kepala

Bldang, Kepala Sub Baglan Kepala Seksi, Kelompok Jabatan

Fungsional dan . Kepala UPT Wa_]1b melaksanakan prinsip

koordinasi, Integra51 dan s1nkronlsas1 secara vertikal dan

horizontal. -

(2) Setiap Pimpinari : Sat:uari:t “C»)fga\ni‘sa:svi ‘dilingkungan Dinas,

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan' |
masing-masing dan membenkan b1mb1ngan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya

(3) Setlap leplnan Satuan Orgamsasi dilingkungan Dinas, wajib
mematuhi petunjuk—petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masmg—masmg serta menyampalkan laporan tepat pada
waktunya. : :
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-PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

 Pasal 24
(1) Kepala dlangkat dan d1berhent1kan oleh Bupat1 dan Aparatur Slpll
- Negara (ASN) yang memenuhl syarat sesuai dengan peraturan

perundang—undangan yang berlaku

v (2) Sekretans Kepala Bldang, Kepala Sub Baglan Kepala Seks1 Kepala

UPT dan Jabatan Fungsional - d1angkat dan diberhentikan  oleh jb ‘
Bupat1 sesua1 dengan ~ peraturan perundang—undangan yang

berlaku

(3) Pengangkatan Kepala Sekretaris,. Kepala‘ Bidang,Kepala  Sub
‘Bagian, Kepala Seksi, Kepa.la UPT dan Jabatan Fungsional, perlu
diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan
kemampuan tekms yang d1per1ukan untuk kelancaran tugas.

~ BABX
‘PEMBIAYAAN.

Pasal 25

Sumber—sumber Pemblayaan Dinas dlbebankan kepada Anggaran B

Pendapatan dan ‘Belanja - Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah

‘Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah =
- 'Daerah dengan persetu_]uan Bupat1 sesuau dengan peraturan S

| perundang—undangan yang berlaku

Lo BAB XI '
KETENTUAN PERALIHAN

~ Pasal 26
Pada saat Peraturan Bupat1 ini dmyatakan berlaku, Pejabat yang lama

tetap - melaksanakan tugas dan fungsmya sampa1 dilantikkannya
pejabat yang baru ‘ : .

Pasal 27

_ Dengan berlakunya Peraturan Bupat1 1n1 maka segala ketentuan yang
: 'mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini
_d1nyatakan tldak berlaku : ‘ '
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI BENGKALIS,

—

AMRIL MUKMININ
Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2016

Plt. SEK RIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

v

HAZARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 44
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